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Pencucian uang merupakan tindak kriminal tergolong baru namun berdampak fatal dalam perekonomian
global. Urgensi negara-negara untuk menangani masal ah tersebut mendorong terbentuknya Financial Action
Task Force (FATF) yang berfungsi untuk menegakkan rezim anti pencucian uang internasional dan
mempromosikan rezim tersebut ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk
menjelaskan proses pembentukan rezim anti pencucian uang di Indonesia serta keterlibatan FATF dalam
proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deduktif
berdasarkan data dari studi pustaka dengan menggunakan teori siklus hidup norma sebagai |landasan
argumen. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, mengambil kesimpulan bahwa FATF berfungsi sebagai
norm entrepreneur yang mendorong pemerintah Indonesia untuk membentuk rezim anti pencucian uang.
Penulis menemukan bahwa FATF menggunakan mekanisme sosialisasi norma berupa daftar hitam untuk
mempromosikan norma sekaligus memberikan tekanan kepada Indonesia untuk patuh. Hal ini menunjukkan
bahwa FATF memiliki keterlibatan yang signifikan dalam proses pembentukan rezim anti pencucian uang di
Indonesia. Keseluruhan proses tersebut merupakan bagian dari tahapan siklus hidup norma, yaitu
kemunculan norma, norm cascade dan internalisasi norma.

...... Money laundering is arelatively new crime, yet it has afatal impact on the global economy. The
urgency of countries to deal with these problems has prompted the formation of a Financial Action Task
Force (FATF) whose function is to enforce the international anti-money laundering regime and promote the
regime to other countries, including Indonesia. This paper aimsto explain the process of establishing an
anti-money laundering regime in Indonesia and the involvement of the FATF within the process. The
research method used is a qualitative approach that is deductive in nature based on data from literature
studies, while using the norm life cycle theory as the basis of the argument. Based on the analysis that has
been done, it can be concluded that the FATF functions as a norm entrepreneur which pressured the
Indonesian government to establish an anti- money laundering regime. The author finds that the FATF uses
anorm socialization mechanism in the form of ablacklist in order to promote norms as well as to put
pressure on Indonesiato comply. This shows that the FATF has a significant involvement in the process of
establishing an anti-money laundering regime in Indonesia. The whole process is part of the stages of the
norm life cycle, namely the norm emergence, the norm cascade and the norm internalization.
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